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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO PADA 

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI 

KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG 

Oleh: 

ROUDATUL KUTSYIAH 

141272610 

 

Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak investasi 

dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya keuntungan yang 

diperoleh antara pemilik dana dan pengelola dana sangat bergantung pada keuntungan 

dalam menginvestasikan dana-dana. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan 

dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Dalam 

pembagian bagi hasil kepada pemilik dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu prinsip 

bagi untung (profit sharing) dan prinsip bagi hasil (revenue sharing). Jenis penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau field research, dimana 

penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan 

bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 

Kepala Cabang, Manager Operasional, dan Customer Service, dan Nasabah Deposan 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. Dokumentasi peneliti menggunakan 

Brosur, Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito, Laporan Distribusi Bagi Hasil, 

Bilyet Deposito, dan Slip Penarikan Bagi Hasil Deposito. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung PT. BPRS Kotabumi 

menerapkan prinsip profit sharing sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. 

Namun, mengenai prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan BPRS Kotabumi kantor 

cabang Bandar Lampung tidak tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening 

deposito. Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, 

menyebutkan bahwa penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati dalam akad. Hal 

tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan bertentangan dengan 

sebagaimana ketentuan dalam Fatwa di atas. Dengan demikian disarankan agar sebaiknya 

BPRS Kotabumi menjelaskan terkait prinsip bagi hasil yang digunakan dalam akad 

pembukaan rekening deposito agar sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku. 

Kata Kunci: Distribusi, Bagi Hasil, Mudharabah  

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

MOTTO 

 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أمَْوَا ٍ  مننكُمْ ََلَا ت َ لَكُمْ بَ ي ْ ََن تَ ََا َاًََ   قْتُ لُواْ كُونَ ِِ
﴾ ٢٩هَ كَانَ بِكُمْ ََحِيما  ﴿أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّ   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 

(Q.S. an-Nisaa’:29) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah 

minimal tertentu, jangka waktu tertentu  yang telah disepakati, dan bagi hasil 

yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pada tabungan.1 Bagi bank, 

keuntungan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan 

relatif lebih lama, dengan demikian bank dapat lebih leluasa untuk 

menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana. Selain 

itu kelebihan dana deposito bagi bank adalah bank mempunyai kepastian 

tentang kapan dana itu akan ditarik, sehingga bank dapat mengantisipasi 

kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu.2 

Dalam perbankan syariah dikenal dengan produk deposito yang 

berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu deposito mudharabah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang 

dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Dalam hal 

                                                             
1 M. Nur Rianto  Al Arif, Lembaga Keuangan syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 135. 
2 Sriyati & Amanita Novi Yusitha , “Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito Mudharabah 

Dengan Pedoman PSAK No. 105 Pada PT BPRS Bangun Drajad Warga Yogyakarta”, dalam 

Jurnal Ilmiah Profita, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), Edisi. 7/ 2016, h. 4. 



 
 

 
 

ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang 

berdasarkan prinsip mudharabah, di mana bank syariah bertindak sebagai 

mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul 

maal (pemilik dana).3 

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak. Dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% seluruh 

modalnya, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan  yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya 

kerugian itu diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.4 

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta 

mengembangkannya, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik 

dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan 

telah dituangkan dalam akad.5 Jika dalam  mekanisme ekonomi konvensional 

menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam 

                                                             
3 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), Cet. 1, h. 95 
4 Veithzal rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2008), h. 123.  
5Siti Afifah, Ahmad Sobari, & Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito Mudharabah 

dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah, dalam Jurnal al-Muzara’ah, (Bogor: 

Universitas Ibn Khaldun), Vol 1, No. 2/ 2013, h. 140. 



 
 

 
 

dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Pada mekanisme bagi hasil bank 

syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan 

baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk-bentuk 

korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis 

tentunya harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. 6 

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk 

ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan 

melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak 

dilakukan maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak 

sesuai dengan prinsip syariah.7 Kegiatan distribusi bagi hasil bank syariah 

diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.  

DSN MUI dalam fatwanya menetapkan bahwa LKS boleh 

menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing) maupun bagi untung 

(profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing). Penetapan 

prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga harus disepakati dalam akad.8 

                                                             
6 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), Ed. 

revisi ke-2, h. 105. 
7 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer 

(Jakarta: Salemba Empat, 2014), Ed. 2, h. 320. 
8 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kontemporer, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2014), Ed. 5, h. 413. 



 
 

 
 

Bank syariah Kotabumi merupakan bank milik pemerintah Lampung 

Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah 

Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, badan hukum berubah menjadi PT. 

BPR Syariah Kotabumi. Saat ini BPRS Kotabumi telah memiliki dua kantor 

cabang di Bandar Lampung dan Panaragan Tulang Bawang Barat, serta dua 

kantor kas di Bukit Kemuning dan Pringsewu. Meskipun baru mempunyai 

empat kantor, BPRS Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari 

Lampung Utara, tetapi juga se-Provinsi Lampung.9 

BPRS Kotabumi KC. Bandar Lampung merupakan kantor cabang 

pertama yang berdiri pada tahun 2015 di kota Bandar Lampung, tepatnya di 

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng. Selama beroperasi 

BPRS Kotabumi telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai 

BPR/BPRS terbaik untuk kategori BPR/BPRS beraset 100-250 M dari 

Economic Review dan Perbanas Institute pada tahun 2017 dan Bank Syariah 

TOP BUMD terbaik se-Indonesia pada tahun 2016.10  

Salah satu keunggulan produk BPRS Kotabumi yang ditawarkan 

kepada masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya adalah Deposito 

Mudharabah dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding bank 

lainnya. Akad yang digunakan dalam produk deposito yaitu Mudharabah 

Mutlaqah dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 

bulan. Dengan prinsip ini, nasabah diperlakukan sebagai insvestor. BPRS 

                                                             
9 Brosur Profil BPRS Kotabumi, 2014. 
10 http://www.bprskotabumi.co.id. diakses pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 10.45 WIB. 



 
 

 
 

Kotabumi memanfaatkan dana deposito secara produktif dalam bentuk 

pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya 

secara profesional dan syariah. 11 

Dalam penentuan nisbah bagi hasil sendiri telah ditentukan oleh 

kantor pusat melalui sistem berdasarkan jangka waktu, semakin lama jangka 

waktu yang dipilih, maka akan semakin besar prosentase nisbah bagi hasil 

yang didapat. Pembagian keuntungan akan didistribusikan kepada nasabah 

sesuai kesepakatan setiap bulannya secara tunai atau dipindahbukukan secara 

otomatis ke rekening tabungan. Adapun persyaratan pembukaan rekening 

deposito yaitu KTP/SIM/Passpor/Kartu Pelajar asli dengan setoran minimal 

sebesar Rp. 1.000.000,00.12 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 

Februari 2018, prinsip dalam pendistribusian bagi hasil yang diterapkan 

BPRS Kotabumi yaitu profit sharing atau pembagian keuntungan yang sudah 

dikurangi dengan biaya operasional. Hal ini telah ditetapkan oleh Dewan 

Syariah Nasional bahwa dalam pendistribusian bagi hasil dapat digunakan 

prinsip profit sharing maupun revenue sharing. Namun, Dewan Syariah 

Nasional lebih menekankan pada penggunaan prinsip revenue sharing jika 

dilihat dari segi kemaslahatannya. 

Atas dasar kondisi tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas 

lebih mendalam tentang distribusi bagi hasil produk deposito mudharabah 

                                                             
11 Wawancara dengan Customer Service pada tanggal 28 Februari 2018. 
12 Ibid., 



 
 

 
 

berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Untuk itu peneliti mengangkat judul 

“Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah 

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung.” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi prinsip distribusi bagi 

hasil produk deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung ditinjau dari ketentuan dalam 

Fatwa DSN-MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk  

Mengetahui Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito 

Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI 

NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.” 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

khasanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang perbankan syariah. 

 



 
 

 
 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi atau literatur bacaan bagi berbagai kalangan serta 

memberikan wawasan dan kejelasan kepada masyarakat tentang 

prinsip distribusi bagi hasil pada bank syariah. 

D. Penelitian Relevan 

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan 

Mudharabah Pada Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam 

Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 105) ” 

oleh Zainal, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan 

mudharabah di Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan 

ketentuan PSAK No. 105. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa dari 

lima ketentuan umum PSAK No. 105 tentang pembiayaan mudharabah, 

dimana terdapat dua point yang tidak sesuai dan belum diterapkan pada 

Bank Riaukepri Cabang Syariah Pekanbaru yaitu 1) pola bagi hasil, 2) 

pengakuan dan pengukuran nisbah. Sementara tiga dari lima point 

penting yang diatur sudah sesuai dan diterapkan.13 Dalam skripsi ini 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian  yang akan peneliti 

lakukan. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang distribusi bagi hasil. 

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zainal 

                                                             
13 Zainal, Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riaukepri 

Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 

NO. 105), (Riau: Tidak Diterbitkan, 2013). 



 
 

 
 

berfokus pada distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah ditinjau dari 

PSAK N0. 105 dan peneliti akan melakukan penelitian tentang 

“Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito 

Mudharabah” yang lebih menekankan pada implementasi distribusi bagi 

hasil produk deposito mudharabah pada BPRS Kotabumi ditinjau dari 

ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 

2. Skripsi yang berjudul “Manajemen Distribusi Profit Bagi Hasil Kepada 

Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya” oleh Erliani, 

Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah STAIN Palangkaraya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses profit 

distribusi bagi hasil serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

manajemen distribusi profit bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Palangkaraya. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa 

perhitungan bagi hasil Bank Syariah Mandiri yang berada di cabang 

mengikuti sistem perhitungan di pusat yaitu revenue sharing distribution 

dan biasanya sudah terprogram dalam data serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen distribusi profit bagi hasil yaitu rata-rata dana 

yang mengendap pada periode tertentu, tingkat margin yang ditetapkan, 

dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank.14 Dalam skripsi ini 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian  yang akan peneliti 

lakukan. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang distribusi bagi hasil. 

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erliani 

berfokus pada manajemen distribusi profit bagi hasil dan faktor-faktor 

                                                             
14 Erliani, Manajemen Distribusi Profit Bagi Hasil Kepada Nasabah di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Palangkaraya, (Palangkaraya: Tidak Diterbitkan, 2012). 



 
 

 
 

yang mempengaruhinya dan peneliti akan  melakukan penelitian tentang 

“Implementasi Prinsip Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito 

Mudharabah” yang lebih menekankan pada implementasi distribusi bagi 

hasil produk deposito mudharabah pada BPRS Kotabumi ditinjau dari 

ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 

3. Skripsi yang berjudul “Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Sukarela 

Terhadap Peningkatan Jumlah Penabung (Studi Kasus KSPS Mekar 

Abadi Desa Notoharjo Kec. Trimurjo ” oleh Sulis Nopen Saputri, 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah 

(ESy) STAIN Jurai Siwo Metro. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil di dalam simpanan sukarela 

terhadap peningkatan jumlah nasabah. Hasil penelitian ini yaitu diketahui 

bahwa meningkatnya jumlah penabung di dalam simpanan sukarela 

sebagian besar dipengaruhi dengan adanya bagi hasil. Adapun penerapan 

sistem bagi hasil simpanan mudharabah adalah dengan prinsip profit 

sharing, dengan menggunakan saldo rata-rata harian di dalam 

mengetahui jumlah dana yang diinvestasikan oleh para anggota. Namun 

jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh 

pihak KSPS Mekar Abadi  dengan asumsi kerugian tersebut terjadi 

karena kelalaian  KSPS Mekar Abadi sebagai mudharib di dalam 

mengelola tabungan para anggota.15 Adapun persamaan skripsi ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti 

tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sulis Nopen Saputri berfokus pada penerapan bagi hasil 

                                                             
15 Sulis Nopen Saputri, Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan Sukarela Terhadap 

Peningkatan Jumlah Penabung (Studi Kasus KSPS Mekar Abadi Desa Notoharjo Kec. Trimurjo, 

(Metro: Tidak Diterbitkan, 2016). 



 
 

 
 

pada simpanan sukarela terhadap peningkatan jumlah penabung. dan 

peneliti akan  melakukan penelitian tentang “Implementasi Prinsip 

Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah” yang lebih 

menekankan pada implementasi distribusi bagi hasil produk deposito 

mudharabah pada BPRS Kotabumi ditinjau dari ketentuan dalam Fatwa 

DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.  



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deposito Mudharabah 

Fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung 

pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan 

dana (deficit fund). Karena secara umum bank menghimpun dana dari 

masyarakat berupa tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan berupa kredit. Salah satu produk 

penghimpunan dana yang dimiliki bank syariah dengan prinsip mudharabah 

adalah deposito mudharabah. Dalam produk ini besar kecilnya imbalan atau 

sering disebut bagi hasil dalan bank syariah yang diterima oleh pemilik dana 

sangat bergantung pada hasil usaha yang diperoleh bank syariah dalam 

mengelola dana. 16 

1. Pengertian Deposito Mudharabah 

Deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh 

bank setelah tabungan dan giro. Berbeda dengan dua jenis simpanan 

lainnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh 

tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap waktu. Menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito 

                                                             
16 Sofyan S. Harahap, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), 

Cet. IV , h. 15. 



 
 

 
 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.17 

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua 

pihak, yaitu pemilih dana (shahibul maal) dan pelaku usaha yang 

menjalankan modal (mudharib). Secara terminologi mudharabah berarti 

sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal 

usaha, apabila mendapat keuntungan dibagi dua, yaitu untuk shahibul 

maal dan untuk mudharib dengan persentase sesuai kesepakatan. 

Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. 

Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

menyebutkan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana 

atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha 

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.18 

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito 

yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah 

difatwakan oleh Dewan syariah Nasional MUI bahwa deposito yang 

dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip 

mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola 

dana (mudharib) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul maal). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank syariah 

dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan 

                                                             
17 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 

12, h, 74. 
18 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, 

h. 149. 



 
 

 
 

prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad 

mudharabah dengan pihak ketiga.19 

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan 

untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga 

dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda 

dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga 

bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang 

diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) 

sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.20 

Dalam produk ini bank dan nasabah masing-masing mendapat 

keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana melalui 

deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat 

deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi 

penarikan yang panjang yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 

Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan 

yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan 

berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati di awal perjanjian.21 

 

 

 

                                                             
19 Adiwarman A. Karim, Bank Islam…, h. 363. 
20 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Ed. 1, h. 95. 
21 Ibid., 



 
 

 
 

2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah 

Yang dijadikan landasan syariah dalam deposito mudharabah 

antara lain: 

a. Firman Allah Q.S an-Nisaa’ (4):29: 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ  ٍ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ ََن تَ ََا َاًََ     إِلاَّ أَن تَكُونَ ِِ

﴾٢٩ كَانَ بِكُمْ ََحِيما  ﴿اللَ لَا تَ قْتُ لُواْ أنَفُسَكُمْ إِنَّ مننكُمْ ََ   

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."22 

 

b. Firman Allah Q.S al-Baqarah (2):283: 

﴾٢٨٣﴿... ََبَّهُ اللَ لْيَتَّ ِِ فَإِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضا  فَ لْيُ ؤَدن الَّذِي اؤْتُُِنَ أمََانَ تَهُ ََ  ...  

Artinya: “...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”23 

 

c. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: 

، ََآلِهِ ََسَلَّمَ قَلَ: ثَلَاثٌ فِيْ  ََلَيْهِ  صَلَّى اللُ  لنَّبَِّ أَنَّ ا هِنَّ الْبَ كَََةُ: الَْبَ يْعُ إِلََ اَجَل 

اَه ابن ماجه َن صحيب(تِ لَا للِْبَ يْعِ )ََالْمُقَاََضَةُ، ََخَلْطُ الْبُ نَ باِلشَّعِيِْْ للِْبَ يْ  َ  

Artinya: “Nabi SAW. bersabda, ada tiga hal yang mengandung 

berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, 

bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).24 

 

                                                             
22 Q.S an-Nisaa’ (4): 29, Al-Qur’an Terjemahan Per Kata, (Bandung: Sygma). 
23 Q.S al-Baqarah (2): 283, Al-Qur’an Terjemahan Per Kata, (Bandung: Sygma). 
24 Ibnu Hajr Al ‘Asqalani, Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hassan, (Bangil: CV. 

Pustaka Tamaam, 1991), h. 469. 



 
 

 
 

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita 

jumpai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  Di tahun 

2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur 

melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Deposito sebagai salah produk penghimpunan dana juga mendapat dasar 

hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan 

PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain 

bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan 

penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah 

dan mudharabah. 25 

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah 

Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, bahwa deposito yang dibenarkan 

secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:26 

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

                                                             
25 Khotibul Umam, Perbankan Syariah..., h. 96 
26 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, h. 

245. 



 
 

 
 

dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan 

pihak lain. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. 

3. Jenis-jenis Deposito Mudharabah 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik 

dana, terdapat 2 bentuk mudharabah, yakni:27 

a. Mudharabah Mutlaqah 

Dalam deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah 

dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah 

mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan 

dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh 

keuntungan. 

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 

basis perhitungannya adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk 

tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan 

                                                             
27 Adiwarman A. Karim, Bank Islam…, h. 364. 



 
 

 
 

deposito mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan 

jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka 

pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28, 29, 30, 

dan 31 hari). Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 

dapat dilakukan melalui dua metode, yakni pembayaran bagi hasil 

dilakukan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

pembukaan deposito (anniversary date) dan pembayaran bagi hasil 

deposito dilakukan pada tanggal tutup buku (end of month).28 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah 

dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, 

cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah tidak 

mempunya hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan 

dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh 

keuntungan.29 

B. Bagi Hasil 

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam 

berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi 

hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim 

investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik 

                                                             
28 Ibid., h. 265. 
29 Ibid., h. 167. 



 
 

 
 

keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan 

posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.30 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Menurut kamus bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai 

pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan 

modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama 

sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menujuk pada perolehan 

atau pendapatan.31 Sedangkan bagi hasil menurut terminologi asing 

(bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam 

kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara definisi profit sharing 

diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para 

pegawai dari suatu perusahaan,32 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak 

bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang 

melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan 

syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase 

                                                             
30 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun2008), 

(Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h. 3. 
31 Muhammad Kamal Zubair, “Mekanisme Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah”, dalam  INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (Parepare: Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare), Vol. 5, No. 1/Juni 2011, h. 45. 
32  Retno Intansari Rahmawati, “Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Analisis 

Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Katamso 

Yogyakarta Tahun 2011”, dalam La_Riba Jurnal ekonomi Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia), Vol VII, No, 1/Juli 2013, h. 110, 



 
 

 
 

yang disetujuai oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas 

usaha yang dikerjasamakan.33 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bagi 

hasil merupakan pembagian laba atau hasil usaha atas kerjasama antara 

dua pihak yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana 

(mudharib), dimana besar kecilnya perolehan bagi hasil tergantung pada 

hasil usaha yang benar-benar diperoleh serta berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati bersama yang merupakan alternatif lain untuk 

menghindari adanya bunga atau riba. Sehingga dalam bagi hasil 

keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak bersifat fluktuatif atau 

tidak pasti dan tidak tetap serta akan berbeda setiap bulannya. 

  

                                                             
33 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95. 



 
 

 
 

2. Langkah-langkah Distribusi Bagi Hasil 

Langkah atau alur distribusi hasil usaha bank syariah dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 : Skema Distribusi Hasil Usaha 

 

Dari skema distribusi hasil usaha di atas, maka langkah-langkah 

sidtribusi hasil usaha dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendapatan yang akan didistribusikan atau di bagi dengan pemilik 

dana adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang 

disebut dengan pendapatan usaha utama, yaitu pendapatan dari jual 

beli (keuntungan murabahah, salam, istishna), pendapatan ujrah 

(pendapatan ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, dan ijarah multijasa), 

pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah dan 

(1) PENDAPATAN USAHA 
UTAMA BANK SYARIAH

(2.a) Pendapatan Hasil Usaha 
Akrual (hanya dalam pengakuan).

(2.b) Pendapatan Hasil Usaha nyata-
nyata diterima (Cash Basis)

(3.a) Pendapatan untuk 
DPK

(4.a) Pendapatan untuk  
dana Wadi'ah

(4.b) Pendapatan untuk 
dana Mudharabah

(5.a)  Porsi 
pendapatan Tab. 

Mdh

(6.a) Porsi 
Kelompok 
Penabung

(7.a)
1. Bagi hasil Tab. Amir

2. Bagi hasil Tab. Amar

3. Bagi hasil Tab. Amri

4. Dst.

(6.b) Porsi 
Bank

(5.b) Porsi 
pendapatan 

Deposito Mdh 1 
bulan

(6.c) Porsi 
Kelompok 
Deposan

(7.b)

1. Bagi hasil Deposito Amir

2. Bagi hasil Deposito Amar

3. Bagi hasil Deposito Amri

4. Dst.

(6.d) Porsi 
Bank

(5.c) Porsi 
pendapatan 

Deposito Mdh 3 
bulan

(6.e) Dst

(5.d) 
Dst

(3.b) Pendapatan  dari 
sumber dana lainnya



 
 

 
 

musyarakah), serta pendapatan pengelolaan dana lainnya (pendapatan 

sertifikan investasi mudharabah antar bank syariah/SIMA, pendapatan 

serifikat wadiah Bank Indonesia). 

b. Pendapatan usaha utama sebagaimana dalam butir pertama di atas 

harus dapat dipisahkan: 

1) Pendapatan akrual (accrual basis), yaitu pendapatan dari hasil 

pengelolaan usaha utama yang dilakukan hanya dalam pengakuan 

saja, tidak diikuti dengan aliran kas (belum diterima). Pengakuan 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang 

lengkap kepada pengguna laporan keuntungan bank syariah. 

Pendapatan akrual hanya untuk kepentingan laporan keuangan dan 

tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga/ pemilik dana. 

2) Pendapatan nyata-nyata diterima (cash basis), yaitu pendapatan 

pengelolaan usaha utama bank syariah yang nyata-nyata diterima, 

baik akibat dari pendapatan yang diterima saat ini atau akibat aliran 

kas dari pendapatan yang pengakuannya dilakukan sebelumnya dan 

kasnya baru diterima saat ini. 

c. Langkah berikutnya dari pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash 

basis) dipisahkan menjadi pendapatan yang sumber dananya dari 

pihak ketiga dan pendapatan yang berasal dari sumber dana lainnya. 

Pemisahan tersebut dilakukan karena pendapatan dari pemilik dana 

(khususnya sumber dana mudharabah) sangat tergantung pada 

pendapatan bank syariah. Oleh karena itu dalam usaha bank syariah 



 
 

 
 

(jual beli, ijarah, dan bagi hasil) hendaknya dibiayai dari modal 

pemodal eksternal dulu, karena sebagian dari pendapatan utama bank 

syariah merupakan haknya pemodal eksternal atau DPK. 

d. Sesuai prinsipnya pemilik dana pihak ketiga dibedakan sumber dana 

dengan prinsip wadiah (giro wadiah dan tabungan wadiah) dan 

sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah (tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah). Pemisahan ini dilakukan 

karena pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana yang 

menggunakan prinsip mudharabah saja yang akan dibagi antara 

pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). 

Sedangkan pendapatan dari sumber dana yang mempergunakan 

prinsip wadiah merupakan pendapatan bank syariah seluruhnya. 

Sumber dana dengan prinsip wadiah perlu diketahui berapa 

pendapatannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan  dalam 

memberikan bonus kepada penabung. Jika bank syariah memberikan 

bonus diharapkan tidak melebihi dari pendapatan lain yang 

dialokasikan untuk bonus yang mengakibatkan laba rugi bank syariah 

berkurang. 

e. Pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana dengan prinsip 

mudharabah yang memperolah bagi hasil, atau sumber dana 

mudharabah yang merupakan komponen bagi hasil. Tetapi untuk 

kepentingan analisa dan kepentingan lain seperti laporan Bank 

Indonesia, sumber dana mudharabah dipisahkan sesuai produk 



 
 

 
 

masing-masing misalnya tabungan mudharabah, deposito 

mudharabah jangka waktu 1 bulan, 3 bulan,  6 bulan, dan 12 bulan. 

Pemisahan seperti ini dilakukan untuk mengetahui return masing-

masing produk dan perhitungan bagi hasil individu. 

f. Pendapatan kelompok dana merupakan pendapatan milik bersama 

antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). 

Oleh karena itu perlu dipisahkan pendapatan milik sekelompok dana 

(misalnya sekelompok penabung tabungan mudharabah). Pendapatan 

sekelompok pemodal/dana ini tidak diperkenankan untuk dikurangi, 

karena ini adalah hak orang lain. Pendapatan sekelompok dana ini 

merupakan pendapatan milik semua pemodal individu yang tergabung 

dalam kelompok dana tersebut. 

g. Dari pendapatan sekelompok dana tersebut dibagikan kepada masing-

masing pemodal individu. Untuk keperluan perhitungan pada masing-

masing pemodal individu dapat dituangkan dalam bentuk prosentase 

return (kesetaraan return) atau hasil investasi setiap seribu rupiah. 

Prosentase return atau hasil investasi per seribu ini dari bulan ke bulan 

berubah-ubah karena dipengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank 

syariah yang berubah-ubah. Jadi bagi hasi atau pendapatan individu 

ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan sekelompok dana, pendapatan 

sekelompok dana dipengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, 

pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayaran angsuran, 



 
 

 
 

pembayaran angsuran dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana dst. 

Hal inilah kenapa prosentase return bagi hasil tidak diharamkan.34 

3. Distribusi Bagi Hasil Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI 

1. Fatwa DSN-MUI No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem 

Distribusi Bagi Hasil 

Dewan Syari’ah Nasional setelah Menimbang :   

a. bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) 

keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakni “prinsip 

akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan 

pada saat terjadinya” dan Accrual Basis, yakni “prinsip akuntansi 

yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan 

didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing-masing 

memiliki kelebihan dan kekurangan; 

b. bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk 

keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah 

(LKS); 

c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian 

tentang sistem mana yang akan digunakan dalam LKS, sesuai 

dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dalam 

LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS.  

 

 

Mengingat: 

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

.أَجَل  مُّسَمًّى فَاكْتبُُوهُ.. تُم بِدَيْن  إِلََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَ نْ آيَ   
“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-

piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah….”35 

 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

فُواْ بِ ياَ َْ ...الْعُقُودِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَ  
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….”36 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

                                                             
34 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), Ed. 1, h.  469-472. 

35 Q.S al-Baqarah (2): 282, Al-Qur’an Terjemahan Per Kata, (Bandung: Sygma). 
36 QS. al-Ma’idah (5): 1, Al-Qur’an Terjemahan Per Kata, (Bandung: Sygma). 



 
 

 
 

َْ أَ الَصُّلْحُ جَائزٌِ  ا ََالْمُسْلِمُوْنَ حَلَّ حَََام  بَ يَْْ الْمُسْلِمِيَْ إِلاَّ صُلْح ا حَََّمَ حَلَالا  أَ
َْ أَحَلَّ حَََام ا.ََلَى شََُُ  طِهِمْ إِلاَّ شََْط ا حَََّمَ حَلَالا  أَ  

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.” 

 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 

ََ ََلاَ  .لَاضَََ ضََِاََ  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” 

 

5. Kaidah fiqh: 

يَِِْ فِ الْمُعَامَلَاتِ اْلِإباَحَةُ إِلاَّ  اَلَأصْلُ  ََلَى تََْ .هَاأَنْ يَدُلَّ دَليِْلٌ   
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” 

جِدَتِ الْمَصْلَحةُ فَ ثَمَّ حُكْمُ الِل.أيَْ نَمَا َُ   
“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." 

 

Memperhatikan :  

a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 

dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 

Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI 

HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

 

Pertama : Ketentuan Umum 

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem 

Accrual Basis maupun Cash Basis   dalam administrasi 

keuangan. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam 

pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis, 

akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya 

ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar 

terjadi (Cash Basis) 



 
 

 
 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih 

juga harus disepakati dalam akad. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 37 

Dari Fatwa DSN MUI di atas sangat jelas bahwa bank syariah 

dalam mengadministrasikan pendapatannya untuk kepentingan laporan 

keuangan dapat menggunakan dasar akrual (accrual  basis) tetapi 

pendapatan yang dibagikan kepada shahibul maal, atau pendapatan yang 

merupakan unsur distribusi hasil usaha adalah pendapatan yang benar-

benar diterima oleh bank syariah secara kas (cash basis). Dengan adanya 

asumsi dasar akrual (accrual  basis)  untuk laporan keuangan bank 

syariah dan asumsi dasar kas (cash basis) untuk pembagian hasil usaha 

maka bank syariah harus membuat catatan yang dapat membedakan 

pendapatan dasar akrual dan pendapatan dasar kas, serta pencatatan yang 

dapat menggambarkan pemindahan dari pendapatan dasar akrual ke 

pendapatan dasar kas.38 

 

 

                                                             
37 Fatwa DSN MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah 
38Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: 

Grasindo, 2005), h. 117. 



 
 

 
 

2. Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip 

Distribusi Bagi Hasil 

Dewan Syari’ah Nasional setelah Menimbang :   

a. Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam 

suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi 

Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari 

pendapatan setelah dikurangi modal (ra’su al-mal) dan biaya-biaya, 

dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue 

Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah 

dikurangi modal (ra’su al-mal); dan masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan; 

b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk 

keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah 

(LKS); 

c. Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian 

tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai 

dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk 

dijadikan pedoman.  

Mengingat: 

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

.أَجَل  مُّسَمًّى فَاكْتبُُوهُ.. تُم بِدَيْن  إِلََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَ نْ آيَ   
“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-

piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah….”39 

 

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 

فُواْ بِ ياَ َْ ...الْعُقُودِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَ  
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….”40 

 

 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 

َْ أَ  ََالْمُسْلِمُوْنَ حَلَّ حَََام ا الَصُّلْحُ جَائزٌِ بَ يَْْ الْمُسْلِمِيَْ إِلاَّ صُلْح ا حَََّمَ حَلَالا  أَ
َْ أَحَلَّ حَََام ا. طَِهِمْ إِلاَّ شََْط ا حَََّمَ حَلَالا  أَ ََلَى شَُُ  

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.” 

                                                             
39 Q.S al-Baqarah (2): 282, Al-Qur’an Terjemahan Per Kata, (Bandung: Sygma). 
40 QS. al-Ma’idah (5): 1, Al-Qur’an Terjemahan Per Kata, (Bandung: Sygma). 



 
 

 
 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 

ََ ََلاَ  .لَاضَََ ضََِاََ  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain.” 

 

5. Kaidah fiqh: 

يَِِْ فِ الْمُعَامَلَاتِ اْلِإباَحَةُ إِلاَّ  اَلَأصْلُ  ََلَى تََْ .هَاأَنْ يَدُلَّ دَليِْلٌ   
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” 

 أيَْ نَمَا َُجِدَتِ الْمَصْلَحةُ فَ ثَمَّ حُكْمُ الِل.
“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." 

Memperhatikan :  

a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 

dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 

Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.  

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI 

HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

Pertama : Ketentuan Umum 

1. pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi 

hasil (net revenue sharing) maupun bagi untung (profit 

sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra 

(nasabah)-nya. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, 

pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip 

bagi hasil (net revenue sharing). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih 

juga harus disepakati dalam akad. 

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 



 
 

 
 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 41 

Berdasarkan fatwa di atas, prinsip distribusi bagi hasil yang 

diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2, yaitu distribusi 

hasil usaha berdasakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) dan distribusi 

hasil usaha berdasakan prinsip bagi untung (profit and loss sharing). Saat 

ini seluruh bank syariah masih mempergunakan revenue sharing baik 

dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan nasabah 

sebagai pemilik modal maupun bank syariah sebagai pemilik modal 

dengan nasabah kreditur sebagai pengelola dana.42 

a. Revenue Sharing 

Revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada 

total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Revenue dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima 

oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang 

dihasilkannya dari pendapatan penjualan.43  

Sesuai ketentuan dalam fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip 

mudharabah adalah hasil usaha pengelolaan dana mudharabah tersebut, 

dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (gross profit), 

karena dalam prinsip mudharabah modal mudharabah tidak 

                                                             
41 Fatwa DSN MUI No. 15/DDSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

dalam Lembaga Keuangan Syariah 
42 Wiroso, Produk Perbankan …, h. 463. 
43 Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuagan syariah, 

(Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), h. 109. 



 
 

 
 

diperkenankan untuk dibagi, karena penjualan mengandung modal 

mudharabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil 

usaha mudharabah dari penjualan (omzet). Sedangkan prinsip profit 

sharing, hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha 

bersih. Untuk membedakan kedua prinsip di atas, maka dapat 

diilustrasikan sebagai berikut.44 

Uraian Jumlah Prinsip Bagi Hasil 

Penjualan 100  

Harga Pokok Penjualan 65  

Laba Kotor (Gross Profit) 35 Net Revenue Sharing 

Beban-beban 25  

Laba Bersih (Net Profit) 10 Profit Sharing 

Gambar 2.2: Ilustrasi perbedaan Net Revenue Sharing & Profit sharing 

b. Profit and Loss Sharing 

Pada perbankan syariah, istilah yang sering digunakan adalah 

profit and loss sharing atau diartikan sebagai pembagian untung maupun 

rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. 

Prinsip profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 

dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal 

(entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Di antara 

keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika 

mendapatkan keuntungan akan dibagikan ke kedua belah pihak sesuai 

dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan sebaliknya jika usaha 

                                                             
44 Wiroso, Produk Perbankan…, h. 463. 



 
 

 
 

mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-

masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal 

investasinya secara utuh dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan 

upah atas kerja yang telah dilakukannya. 45 

Dalam prinsip profit sharing pendapatan hasil usaha yang 

dibagikan merupakan pendapatan bersih (net profit), yaitu laba kotor 

dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

mudharabah. Salah satu kendala dalam prinsip profit sharing adalah 

penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam mudharabah secara 

jujur, transparan, dan obyektif. Jika bank syariah tidak jujur dalam 

menentukan biaya pengelolaan dan mudharabah maka akan memberikan 

dampak kecilnya laba yang dihasilkan dan berdampak pada kecilnya bagi 

hasil yang diterima oleh nasabah bahkan bisa nengakibatkan kerugian. 46 

Banyak yang berpendapat bahwa yang paling syariah adalah 

mempergunakan profit sharing, karena akan tercipta keadilan. Namun 

jika diperhatikan dari ketentuan Fatwa di atas jelas ada pertimbangan 

kenapa disarankan menggunakan revenue sharing, antara lain: 

1) Kesiapan Nasabah 

Jika menggunakan prinsip profit sharing dapat terjadi 

kerugian, sesuai dengan prinsip mudharabah jika terjadi kerugian 

bukan karena kesalahan pengelola (bank syariah) akan ditanggung 

seluruhnya oleh pemilik dana (deposan mudharabah), sehingga 

                                                             
45 Djoko Muljono, Buku Pintar…, h. 109. 
46 Wiroso, Produk Perbankan…, h. 465. 



 
 

 
 

dimungkinkan modal nasabah akan berkurang. Yang menjadi 

masalah adalah apakah nasabah sudah siap untuk menanggung 

risiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini bahwa bagi hasil turun 

saja akan mempengaruhi nasabah deposan, apalagi sampai 

modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi 

kapitalis dalam masyarakat. 

2) Pelaksana Bank Syariah 

Permasalahan lain timbul pada pelaksana bank syariah itu 

sendiri, sampai seberapa besar amanah, kejujuran, transparansi, dan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini belum ada 

sarana untuk mengukurnya. Apalagi kalau paragdima pelaksana 

bank syariah masih melekat pada paradigm ekonomi kapitalis.47 

  

                                                             
47 Ibid., h. 467. 



 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya 

fenomena di lokasi tersebut.48 Penelitian ini akan dilakukan di BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan 

pemikiran yang dilakukan untuk pencandraan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian daerah tertentu. 

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik 

secara holistik dan juga menekankan pada proses analisis.49 

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat 

berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung mengenai keadaan situasi yang disajikan sesuai dengan fakta 

                                                             
48 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96. 
49 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 75. 



 
 

 
 

yang ada. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam 

penelitian ini yaitu berupa keterangan responden baik lisan maupun 

tulisan mengenai implementasi distribusi bagi hasil deposito mudharabah 

berdasarkan ketentuan Fatwa DSN di BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung. 

B. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.50 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan 

kedalam sumber data primer dan sekunder.   

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses 

pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa 

sumber utama yang dijadikan objek penelitian.51 Artinya sumber data 

primer langsung dari sumber pokok penelitian, yaitu nasabah deposan, 

pimpinan cabang, manajer operasional, dan customer service BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
50 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2016), h. 6. 
51 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 

h.103. 



 
 

 
 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau berasal dari bahan kepustakaan. Data skunder merupakan 

data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan 

penelitian, dalam penelitian ini sumber data sekunder menggunakan 

jurnal-jurnal, artikel, media elektronik dan buku-buku yang membahas 

masalah yang  berkaitan dengan distribusi bagi hasil.52 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun 

argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah 

kenyataan yang telah diuji kebenaranya secara empirik.53 Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian.  

Menetapkan suatu data guna melengkapi pembuktian masalah, maka 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara 

lain: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. 

                                                             
52 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 129. 
53 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Tekhnik…, h. 104. 



 
 

 
 

Wawancara terarah adalah wawancara yang sedikit lebih formal dan 

sistematik. Dilaksaknakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas 

dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan 

telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Maksudnya adalah 

dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, 

perasaan dan keyakinan dari responden, dan diarahkan agar tetap 

terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan. 54   

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber penelitian 

adalah nasabah deposan, bapak Iwan Setiawan selaku pimpinan cabang, 

ibu Octa Listia Pratiwi  selaku manajer operasional, dan ibu Astriana Sari 

selaku customer service BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data yang tersedia dalam bentuk 

surat-surat catatan harian, laporan dan sebagainya.55 Jadi, dokumentasi 

dalam penelitian ini yaitu adalah semua hal yang berhubungan dengan 

transaksi distribusi bagi hasil deposito mudharabah. Seperti formulir 

aplikasi pembukaan rekening deposito, slip bukti pembayaran bagi hasil, 

serta pembukuan yang diperoleh dari BPRS Kotabumi kantor cabang 

Bandar Lampung sebagai tempat berlangsungnya transaksi deposito 

mudharabah. 

 

                                                             
54 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian…, h. 138. 
55 Ibid., h. 154. 



 
 

 
 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyerdahanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.56 Dalam penelitian ini, digunakan 

analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah 

terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan 

data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi 

mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan 

melaksanakan verifikasi.57 Untuk mendukung analisa tersebut, peneliti 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data khusus dan 

fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum 

mengenai implementasi distribusi bagi hasil deposito mudharabah 

berdasarkan ketentuan Fatwa DSN di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung. 

  

                                                             
56 Sofyan Effendi & Tukiran, Metode Penelitian survei, (Jakarta: LP3ES, 2012) Ed. rev, 

h. 250. 
57 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung:  

Rafika Aditama, 2012) h. 216. 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

1. Sejarah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi merupakan 

bentuk Investasi penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah 

dalam bidang jasa keuangan perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada 

tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi yang 

diresmikan dengan Penandatanganan Prasasti Peresmian oleh bapak. Drs. 

Syamsurya Ryacudu yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur 

Lampung dan didampingi oleh bapak Hairi Fasyah serta Pemimpin Bank 

Indonesia Bandar Lampung bapak Dahlan dengan modal dasar sebesar 

Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah).58 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memilih badan usaha dalam 

bentuk Bank Syariah karena dilatarbelakangi oleh sejarah bank syariah, 

dimana pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 Bank 

Syariah tidak terkena dampak yang signifikan terhadap kesehatan 

perusahaan. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu 

                                                             
58 Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 

2019. 



 
 

 
 

pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendirikan Bank 

Syariah Kotabumi yang menggunakan prinsip syariah.59 

Seiring berjalannya waktu, badan hukum PD. BPR Syariah 

Kotabumi berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Dari jumlah 

modal dasar, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi 

per Desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar 

dua puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan persentase kepemilikan saham, 

maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham 

Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. 

BPR Syariah Kotabumi.60 

Setelah sepuluh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi 

semakin maju dan berkembang. Saat ini BPRS Kotabumi telah memiliki 

dua kantor cabang yaitu kantor cabang Bandar Lampung dan kantor 

cabang Panaragan Tulang Bawang Barat serta satu kantor kas di Bukit 

Kemuning. Berdasarkan data yang ada, perseroan berhasil menghimpun 

dana dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, 

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Produk yang 

menjadi andalan BPRS Kotabumi untuk menghimpun dana adalah produk 

                                                             
59 Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019 
60 Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 

2019. 



 
 

 
 

deposito yang ditawarkan dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih 

tinggi.61  

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan 

salah satu kantor cabang dari PT. BPR Syariah Kotabumi yang berpusat di 

Kotabumi, Lampung Utara. BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar 

Lampung merupakan kantor cabang pertama yang beralamat di jalan 

Zaenal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng Bandar Lampung dan 

resmi beroperasi pada tahun 2014 yang diresmikan oleh bapak Herman 

H.N selaku walikota Bandar Lampung.62 

Setelah diresmikan, BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung dipimpin oleh bapak Iwan Setiawan hingga Juli 2017. Bapak 

Iwan Setiawan kemudian dialihtugaskan ke BPRS Kotabumi kantor 

cabang Panaragan Tulang Bawang Barat dan kepemimpinannya digantikan 

oleh bapak Nur yang sebelumnya merupakan pimpinan BPRS Kotabumi 

kantor cabang Panaragan Tulang Bawang Barat. Namun, pergantian 

pimpinan cabang tersebut tidak berlangsung lama. Bapak Iwan Setiawan 

kembali memimpin BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung pada 

bulan November 2017  hingga sekarang.63 

 

 

                                                             
61 Ibid., 
62 Wawancara dengan bapak Iwan Setiawan selaku Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi 

Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019 
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2. Dasar Hukum BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

PT. BPR Syariah Kotabumi Melaksanakan Kegiatan Operasional 

berdasarkan surat perizinan: 

a. Peraturan daerah No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi. 

b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 

10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR 

Syariah Kotabumi. 

c. Peraturan daerah No. 7 Tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah 

kabupaten Lampung Utara No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD.  BPRS) Kotabumi. 

d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/6/KEP.PBI/2011 

tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha 

PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabumi menjadi PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.64 

3. Visi dan Misi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

a. Visi 

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi 

dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan 

kesejahteraan Umat. 
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b. Misi 

1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan 

dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas 

uang (rentenir). 

3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan 

(Ukhuwwah Islamiah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak 

mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk 

mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.65 

4. Produk BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghubung 

antara masyarakat yang kelebihan dana (surplus fund) dengan masyarakat 

yang kekurangan dana (deficit fund), dalam menjalankan operasionalnya 

BPRS Kotabumi menawarkan produk-produk antara lain sebagai berikut: 

a. Produk Penghimpunan dana (Funding) 

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS Kotabumi terdiri 

dari:66 

1) Tabungan dengan akad Wadiah (titipan) 

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak ketiga pada 

BPRS Kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja 

ketika nasabah membutuhkan. 
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2) Tabungan dengan akad Mudharabah 

Tabungan Mudharabah adalah simpanan dengan akad 

mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu yang disepakati. Adapun produk simpanan dengan 

akad Mudharabah yang ditawarkan BPRS Kotabumi antara lain: 

Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban, dan Tabungan Haji. 

3) Deposito Mudharabah 

Deposito Mudharabah merupakan produk simpanan yang 

hanya dapat ditarik saat jatuh tempo dan ditujukan untuk 

berinvestasi dengan jangka waktu tertentu antara lain 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Hasil usaha akan dibagikan sesuai 

dengan nisbah yang disepakati. 

b. Produk Pembiayaan (Lending) 

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Kotabumi antara 

lain: 

1) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana BPRS 

Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan 100% dana kepada 

nasabah untuk membuka usaha dengan pembagian keuntungan 

usaha berdasarkan porsi atau nisbah yang telah disepakati 

bersama.67 

 

                                                             
67 Ibid., 



 
 

 
 

2) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dimana BPRS 

Kotabumi dan nasabah sama-sama memberikan porsi modal. Hasil 

usaha akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

3) Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah) 

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan 

pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah 

Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon 

pembeli (nasabah) dengan harga yang telah di sepakati bersama 

(harga pokok pembeli ditambah keuntungan). 

4) Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah) 

Pembiayaan sewa menyewa merupakan pembiayaan dengan 

akad ijarah, dimana nasabah sebagai penyewa atas hak pakai objek 

sewa dan BPRS Kotabumi menerima imbalan atas objek sewa yang 

disewakannya.  

5) Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Pembiayaan Ijarah Multijasa merupakan fasilitas 

pembiayaan untuk kebutuhan maanfaat seperti jasa atas biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya.68 

6) Pembiayaan Qard 

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak 

mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau 
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kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara pihak nasabah dan 

pihak BPRS Kotabumi.69 

5. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung 

Kepengurusan PT. BPR Syariah Kotabumi sesuai Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari:70 

a. Dewan Komisaris 

Komisaris Utama  : Drs. Zainul Arifin 

Komisaris   : Drs. Tohir Hasyim 

b. Dewan Pengawas Syariah 

Ketua DPS   : Drs. Zainal Abidin, M.Pd.I 

c. Dewan Direksi 

Direktur Utama   : Amrullah, B.Sh., MA 

Direktur   : Reka Yani, S.E 

Sedangkan struktur organisasi BPR Syariah Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan kantor cabang 

lainnya, dimana setiap kantor cabang memiliki jumlah kepengurusan yang 

disesuaikan dengan wilayah operasional kantor tersebut. Adapun struktur 

organisasi BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
69 Ibid., 
70 Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 

2019. 

 



 
 

 
 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang 

Bandar Lampung 2018.71 

 

 

 
                                                             

71 Ibid., 

DIREKTUR UTAMA 
Amrullah, B.Sh., M.A 

 

DIREKTUR 

Reka Yani, S.E 

 

PIMPINAN CABANG 

Iwan Setiawan, S.E 

 

ACCOUNT OFFICER 

Hervan Rian Dinata 
 

ACCOUNT OFFICER 

Riani 
 

ACCOUNT OFFICER 

Echa Eriya 
 

MANAGER OPERASIONAL 

Octa Liestia Pratiwi 

ADMINISTRASI 

Silvia Faradika Sari 
 

TELLER 

Lady Usa Simpati 
 

LEGAL OFFICER 

Trian Septa Wijaya 
 

LEGAL OFFICER 

M. Syam Surya 

FUNDING OFFICER 

Juli Zulfajri 
 

CUSTOMER SERVICE 

Astriana Sari 
 

SECURITY 

Christian Adi Putra 
 

PENATA RUANG 

Muhammad Asrori 
 



 
 

 
 

Job Description BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung: 

a. Direktur utama  

1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan kebijakan 

perusahaan. 

2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manajer).  

3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan. 

b. Direktur 

1) Mewakili direktur utama atas nama direksi. 

2) Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga 

tercapai tujuan perseroan. 

3) Bertanggung jawab terhadap perseroan, khususnya dalam hubungan 

dengan pihak intern perusahaan. 

4) Bersama-sama dengan direktur utama beranggungjawab kepada 

Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). 72 

c. Pimpinan Cabang 

Memimpin, mengelola, mengawasi, atau mengendalikan, 

mengembangkan kegiatan, dan mendayagunakan sarana organisasi 

cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, 
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operasional, dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. 

d. Manager Operasional  

1) Tugas  

a) Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan RKA dalam 

rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.  

b) Mendukung Pimpinan Cabang dalam membina dan 

mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan, terutama yang terkait dengan bidang 

operasional dan pelayanan.  

c) Mefungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang 

guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi 

nasabahnya. 

d) Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam 

rangka melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang 

telah ditetapkan.  

e) Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat 

berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk menjaga aset bank.  

f) Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk 

devisa dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan 



 
 

 
 

pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai 

ketentuan guna menghindari resiko yang mungkin timbul.  

g) Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang 

diberikan sudah ditindak lanjuti dengan benar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah 

dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.  

h) Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kanca/unit kerja 

lainnya dengan cara yang sebaikbaiknya sesuai denan ketentuan 

yang berlaku untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga 

kepentingan bank. 73 

2) Wewenang  

a) Mengelola kas Kanca dan surat-surat berharga.  

b) Menyetujui pengeluaran biaya eksploitasi sesuai dengan 

kewenangannya.  

c) Menyetujui pembayaran transaksi tunai serta Kliring serta 

mengesahkan transaksi pembukuan sesuai dengan 

kewenangannya.  

d) Mengelola test key transaksi Rupiah dan Valas.  

e) Memegang salah satu kunci kluis dan brankas.  

f) Memberi izin transaksi dan koreksi. 

g) Menandatangani semua nota hubungan Bank unit, dokumen dan 

laporan. 

                                                             
73 Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional  BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019. 



 
 

 
 

e. Account Officer  

1) Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur.  

2) Karakter calon debitur.  

3) Mengetahui tentang history usaha debitur.  

4) Mengetahui tujuan permohonan pembiayaan. 

5) Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat 

pengajuan pembiayaan.  

6) Mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon debitur.  

7) Mengetahui cara menganalisa coverage jaminan.  

8) Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon debitur.  

9) Mengetahui kondisi makro terkait usaha debitur.  

10) Dapat menganalisa tingkat pengembalian calon debitur. 

11) Mengetahui keunggulan / kelemahan produk usaha debitur.74 

f. Legal Officer  

1) Mengurus jaminan nasabah  

2) Mereview data nasabah  

3) Bertanggung jawab atas jaminan nasabah di brankas maupun 

pinjaman jaminan oleh nasabah  

4) Menjembatani perihal legalisasi aksi perusahaan misal perjanjian 

dengan pihak ketiga. Meliputi legal drafting (pembuatan akta 

perjanjian), legal opinion (membuat pendapat hukum) dan legal 

review.  

                                                             
74 Ibid., 



 
 

 
 

5) Mengurusi urusan RUPS, dan perubahan anggaran dasar.  

6) Bertanggung jawab atas balance of asuransi Al-Amin dan buku 

besar. 

g. Administrasi  

1) Mengelola kas kecil dan kas besar membuat dan menyusun data 

keuangan.  

2) Memelihara dokumen dan system data yang ada ditempat kerjanya.  

3) Melakukan kegiatan administratif seperti surat-menyurat, input data, 

rekap data dan dokumentasi.  

4) Menyusun laporan bulanan berupa laporan kegiatan dan laporan 

keuangan.  

5) Supporting dalam kegiatan audit.  

h. Funding Officer  

1) Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk 

yang sesuai, serta melakukan penetrasi (pengendalian) pasar.  

2) Mengelola Account Nasabah sesuai dengan service standard yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.   

3) Melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap proses 

credit, agar berjalan sesuai ketentuan.  

4) Melakukan Pendekatan Secara Rutin terhadap Nasabah ataupun 

Pihak Ketiga, sehingga membuat meraka loyal terhadap perusahaaan 

dimana seorang Funding Officer bekerja.75 

                                                             
75 Ibid., 



 
 

 
 

i. Customer Service  

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah, sesuai 

dengan ketentuan dan standar pelayanan.76 

j. Teller 

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, 

penyetoran atau penarikan non tunai dan surat-surat berharga serta 

kegiatan kas lainnya dan terselenggaranya layanan di bagian kas secara 

benar, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan bank. 

k. Security 

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan 

kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional. 

l. Penata Ruang 

Menjaga kebersihan dan kerapihan kantor, mengatur dan 

mendistribusikan kebutuhan logistik, serta memastikan sarana dan 

prasarana kantor berfungsi dengan baik. 77 

 

 

                                                             
76 Ibid., 
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B. Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

1. Prosedur Pembukaan  Rekening Deposito Mudharabah 

Salah satu keunggulan produk BPRS Kotabumi yang ditawarkan 

kepada masyarakat adalah produk deposito, dimana mereka menawarkan 

produk deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Hal ini tentunya menjadi salah 

satu pertimbangan bagi masyarakat untuk menempatkan dananya.  

Berdasarkan wawancara dengan customer service, dalam 

pembukaan rekening deposito nasabah harus mempunyai buku tabungan 

untuk memindahbukukan dana bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak 

membuka buku tabungan di BPRS Kotabumi, nasabah dapat membuka 

buku rekening di bank lain untuk over booking bagi hasil deposito tersebut 

dan dibebani biaya sebesar ketentuan dari pihak bank. Adapun prosedur 

pembukaan deposito pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar 

Lampung  sebagai berikut:78 

a. Calon nasabah datang langsung ke BPRS Kotabumi kantor cabang 

Bandar Lampung dan langsung mengajukan permohonan pembukaan 

deposito kepada customer service. 

b. Nasabah menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai 

pembukaan deposito mudharabah. 

                                                             
78 Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku Customer Service BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019 



 
 

 
 

c. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito. 

d. Nasabah menyetorkan dananya kepada teller setelah pembukaan 

rekening deposito selesai diproses oleh petugas. 

e. Nasabah menerima bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan dana 

deposito. 

Dalam pembukaan rekening deposito mudharabah di BPRS 

Kotabumi kantor Cabang Bandar Lampung, customer service akan 

menjelaskan mengenai produk deposito, akad yang digunakan, nisbah, 

jangka waktu, perhitungan bagi hasil, serta persyaratan yang harus 

dilengkapi calon nasabah deposan setelah calon nasabah mengajukan 

permohonan pembukaan deposito. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

nasabah yaitu kartu identitas berupa KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli 

dan fotocopynya, NPWP, serta setoran deposito minimal sebesar Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah persyaratan yang dimiliki nasabah 

sudah lengkap, nasabah wajib mengisi formulir aplikasi pembukaan 

rekening deposito untuk mengisi data-data nasabah agar kemudian dapat 

diproses oleh petugas. Setelah proses pembukaan rekening deposito 

selesai, nasabah kemudian menyetorkan dananya kepada teller untuk 

melakukan proses penerimaan setoran deposito. Nasabah akan 

mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti bahwa telah menempatkan 

dananya di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung.79 
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2. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Deposito mudharabah merupakan salah satu produk penghimpun 

dana yang dimiliki BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung 

dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Deposito merupakan produk BPRS 

Kotabumi yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi. Dalam 

produk  ini besar kecilnya imbalan atau sering disebut bagi hasil dalam 

bank syariah yang diterima oleh pemilik dana sangat bergantung pada hasil 

usaha yang diperoleh BPRS Kotabumi dalam mengelola dana. Produk 

deposito mudharabah di BPRS Kotabumi menawarkan beberapa pilihan 

jangka waktu dan nisbah bagi hasil. Semakin lama jangka waktu yang 

dipilih maka semakin besar pula nisbah yang ditawarkan. Selain itu, BPRS 

Kotabumi juga akan menawarkan spesial nisbah bagi deposan yang 

memiliki dana di atas nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).80 

Gambar 4.2: Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

Desember 2018. 81 

NISBAH BAGI HASIL NASABAH 

PRODUK NISBAH 
E.R(%) 

Desember 

Deposito 1 bulan 40 09,11 

Deposito 3 bulan 45 10,25 

Deposito 6 bulan 48 10,93 

Deposito 12 bulan 52 11,84 

(Sumber: Dokumentasi BPRS Kotabumi) 

                                                             
80 Ibid., 
81 Dokumentasi BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 

2019. 



 
 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nisbah bagi hasil 

BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada periode Desember 

2018 untuk produk deposito dengan jangka waktu 1 bulan yaitu 40% untuk 

nasabah dan 60% untuk pihak bank. Produk deposito jangka waktu 3 bulan 

nisbah keuntungan yang diberikan kepada nasabah yaitu 45% dan untuk 

pihak bank 55%. Produk deposito jangka waktu 6 bulan nisbah 

keuntungan yang diberikan kepada nasabah yaitu 48% dan untuk pihak 

bank 52% Sedangkan untuk produk deposito dengan jangka waktu 12 

bulan persentase yang diberikan kepada nasabah yaitu 52% dan untuk 

pihak bank 48%. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan 

dapat diketaui bahwa semakin lama jangka waktu deposito yang dipilih 

maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh nasabah. 

Ibu Octa selaku manager operasional mengatakan bahwa dalam 

distribusi bagi hasil BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung 

menggunakan sistem penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis) dan 

prinsip pembagian usaha menggunakan prinsip bagi untung (profit 

sharing). Dimana pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan 

bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

pengelolaan dana pihak ketiga. Semua perhitungan bagi hasil maupun 

nisbah dilakukan di kantor pusat, kantor cabang hanya mengikuti dan 



 
 

 
 

tinggal menghitung berapa bagi hasil yang akan didistribusikan kepada 

nasabah perorangan. 82 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

perhitungan pendistribusian bagi hasil yang akan diterima deposan BPRS 

Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung menggunakan metode 

sentralisasi, dimana bagi hasil dihitung di kantor pusat sehingga bagi hasil 

seluruh kantor cabang sama. Dalam hal ini kantor cabang hanya berfungsi 

sebagai penghimpun dana deposan dan mendistribusikan bagi hasilnya 

secara langsung sesuai dengan angka yang ada pada sistem aplikasi yang 

sudah terkomputerisasi dengan kantor pusat.  

Alur perhitungan pendistribusian bagi hasil BPRS Kotabumi yaitu 

pertama menghitung pendapatan laba seluruh kantor BPRS Kotabumi dari 

hasil penyaluran dana pihak ketiga kepada nasabah pembiayaan yang 

diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang tentunya tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah baik itu berupa pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, 

pembiayaan ijarah multijasa, maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang 

diberikan bank. Selanjutnya  menghitung dan merinci beban-beban yang 

terkait dengan pengelolaan dana, maka laba atau rugi akan diketahui 

setelah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan seluruh beban-beban. 

Laba inilah yang nantinya akan didistribusikan kepada nasabah deposan 

BPRS Kotabumi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Octa bahwa: 

                                                             
82 Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional  BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019. 



 
 

 
 

“Mekanisme perhitungan bagi hasil yang didistribusikan yaitu 

pertama kita hitung dulu berapa total dana yang kita himpun dari seluruh 

kantor cabang, kemudia kita hitung berapa total dana yang kita kelelola 

dalam bentuk pembiayaan, selanjutnya pendapatan atas pengelolaan dana 

dan pendapatan fee atas produk  jasa seluruh kantor cabang kita hitung dan 

kita kurangi dengan beban-beban yang terkait dengan pengelolaan dana, 

maka pendapatan itulah yang akan kita bagikan kepada nasabah karena 

bank menerapkan prinsip profit sharing. Jika profit yang didapat bank 

besar maka akan besar pula bagi hasil yang dibagikan begitupun 

sebaliknya”.83 

 

Gambar 4.3: Laporan Distribusi Bagi Hasil BPRS Kotabumi 

Periode Desember 2017.84 

(Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS Kotabumi) 

Dalam menghitung besarnya bagi hasil yang harus diterima oleh 

masing-masing nasabah harus diketahui terlebih dahulu data jumlah saldo 

                                                             
83 Ibid., 
84 http://www.bprskotabumi.co.id diakses pada Sabtu, 5 Januari 2019. 

http://www.bprskotabumi.co.id/


 
 

 
 

nasabah deposan per jenis simpanan, total saldo rata-rata harian per jenis 

simpanan nasabah , total pendapatan bagi hasil yang akan didistribusikan 

ke nasabah per jenis simpanan pada bulan yang bersangkutan, serta nisbah 

bagi hasil dari jenis simpanan nasabah. Untuk menghitung besarnya bagi 

hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah BPRS Kotabumi 

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:85 

𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 =
Saldo Deposito Nasabah

Total Saldo Deposan
× Pendapatan Bagi Hasil Yang Dibagikan Bank 

×  Nisbah 

Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil BPRS 

Kotabumi yang akan didistribusikan kepada nasabah, maka dapat 

diilustrasikan dengan contoh kasus. Misalnya, ibu Yani memiliki deposito 

di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sebesar Rp. 

50.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan dan perbandingan nisbah bagi 

hasil antara BPRS Kotabumi dan nasabah  52:48. Diketahui total saldo 

rata-rata deposan pada periode Desember 2017 sebesar Rp. 

91.547.125.000 dengan keuntungan yang dibagihasilkan sebesar Rp. 

1.905.495.000. Maka bagi hasil yang akan diterima ibu Yani pada bulan 

Januari adalah sebagai berikut. 

𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 =
50.000.000

91.547.125.000 
× 1.905.495.000 × 48% 

   = 499.545 

Maka bagi hasil yang diperoleh ibu Yani pada bulan Januari yaitu 

sebesar Rp. 499.545,- sebelum dikenai pajak dan zakat. 

                                                             
85 Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional  BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019. 



 
 

 
 

Pendapatan bagi hasil akan dibagihasilkan kepada nasabah deposan 

setiap bulannya oleh BPRS Kotabumi pada saat jatuh tempo yakni pada 

setiap tanggal valuta (anniversary date) dengan perhitungan bagi hasil 

yang dilakukan bank pada setiap akhir bulan. Perhitungan bagi hasil 

mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya. Bagi hasil 

yang dibagikan nasabah akan dikenai pajak sebesar 20% dan jika saldo 

deposito lebih dari Rp. 7.500.000,- maka akan dikenai zakat sebesar 

2.5%.86 

C. Analisis Implementasi Distribusi Bagi Hasil Produk Deposito 

Mudharabah BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung 

Ditinjau Dari Ketentuan Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk 

kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam 

perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan 

perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi 

nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan 

kepada nasabah deposan adalah bagi hasil sebesar nisbah yang telah 

disepakati di awal akad.87 

Seperti bank syariah lainnya, BPRS Kotabumi juga menawarkan 

produk penghimpunan dana berupa deposito mudharabah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan produk keuangan. Ibu Astriana Sari selaku 

customer service mengungkapkan bahwa ada banyak keuntungan yang akan 

                                                             
86 Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku Customer Service BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019 
87 Khotibul Umam, Perbankan Syariah…, h. 95. 



 
 

 
 

didapatkan nasabah ketika mereka menempatkan dananya ke dalam produk 

deposito. Keuntungan yang didapatkan nasabah ketika menginvestasikan 

dananya ke dalam bentuk deposito antara lain, dana nasabah yang 

diinvestasikan lebih aman,  dana nasabah dikelola secara syariah, masyarakat 

terhindar dari praktik riba, dan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Salah 

satu keunggulan produk deposito BPRS Kotabumi yaitu mereka menawarkan 

produk deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan bank syariah lainnya.88  

Mengenai produk Deposito ini telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN 

No. 03/DSN-MUI/IV/2000, bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah 

adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut:89 

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak 

lain. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

                                                             
88 Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku Customer Service BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019 
89 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah…, h. 245. 



 
 

 
 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. 

Dalam praktiknya deposito mudharabah pada BPRS Kotabumi kantor 

cabang Bandar Lampung menerapkan akad mudharabah mutlaqah dalam 

sistem operasionalnya, dimana dana yang dihimpun pihak bank dari 

masyarakat kemudian disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan baik dalam 

bentuk pembiayaan mudharabah¸musyarakah¸murabahah¸ijarah, maupun 

ijarah multijasa yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana masyarakat tersebut akan 

dibagikan pihak bank berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati kedua 

belah pihak sebagaimana yang tertera pada formulir aplikasi pembukaan 

rekening deposito pada saat akad. Apabila keuntungan yang didapatkan bank 

besar maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah juga besar, begitupun 

sebaliknya nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang rendah jika 

keuntungan yang didapatkan pihak bank kecil. Dengan demikian produk 

deposito mudharabah BPRS Kotabumi sudah sesuai dengan ketentuan dalam 

fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito karena telah 

memenihi rukun dan syarat yang ada 90 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank 

syariah. Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembalian) dari 

                                                             
90 Wawancara dengan ibu Astriana Sari selaku Customer Service BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019 



 
 

 
 

kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh antara pemilik dana dan pengelola dana 

sangat bergantung pada keuntungan dalam menginvestasikan dana-dana. 

Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka 

hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai 

dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.91 

Dalam pembagian bagi hasil kepada pemilik dana dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu prinsip bagi untung (profit sharing) dan prinsip bagi 

hasil (revenue sharing). Prinsip profit sharing yaitu bagi hasil yang dihitung 

dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Sedangkan 

prinsip revenue sharing adalah prinsip bagi hasil yang dihitung dari total 

pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. 

Prinsip yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil menentukan 

keuntungan yang akan di dapat oleh kedua pihak. Adanya prinsip ini menjadi 

dasar yang sangat penting dalam rangka pendistribusian hasil usaha.92 

Mengenai pedoman tentang prinsip bagi hasil usaha, Dewan syariah 

Nasional telah menetapkan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam 

Fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil 

Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berisi:93 

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue 

sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil 

usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

                                                             
91 Ismail, Perbankan Syariah.., h. 95. 
92 Wiroso, Penghimpunan Dana …, h. 118. 
93 Adiwarman A. Karim, Bank Islam…, h. 413. 



 
 

 
 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha 

sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih juga 

harus disepakati dalam akad. 

Sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI N0. 15/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga 

Keuangan Syariah pada poin pertama bahwa  lembaga keuangan syariah 

boleh menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing) maupun bagi 

untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-

nya. Jika dilihat pada poin kedua fatwa di atas mengatakan bahwa Dilihat dari 

segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya 

digunakan prinsip bagi hasil (net revenue sharing).  

Dalam praktiknya di lapangan PT. BPRS Kotabumi menerapkan 

prinsip profit sharing sebagai metode perhitungan bagi hasil deposito. Profit 

sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi 

biaya-biaya pengelolaan dana. Kebijakan ini dipilih oleh BPRS Kotabumi 

karena prinsip profit sharing dirasa lebih memberikan keadilan bagi pihak 

bank sebagai pengelola dana maupun pihak pemilik dana (shahibul maal).94 

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Octa Liestia selaku manager 

operasional mengungkapkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan BPRS 

Kotabumi lebih menerapkan prinsip profit sharing yaitu dari sisi keadilan, 

                                                             
94 Wawancara dengan ibu Octa Liestia Pratiwi selaku Manajer Operasional  BPRS 

Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019. 



 
 

 
 

dimana dengan menerapkan profit sharing kedua belah pihak sama-sama 

menanggung risiko kerugian dan sesuai dengan akad mudharabah dimana 

saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. Jika menggunakan revenue 

sharing pemilik dana tidak menanggung kerugian apapun karena yang 

dibagihasilkan merupakan laba kotor sebelum dikurangi beban-beban. Jika 

pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan dan pendapatan sebelum 

dikurangi biaya didistribusikan kepada nasabah, maka bank dan para 

pemegang saham akan terbebani dalam menanggung biaya dan risiko 

kerugian.95 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang lebih 

maslahah adalah menggunakan prinsip profit sharing, karena akan tercipta 

keadilan bagi kedua belah pihak. Namun jika diperhatikan dari ketentuan 

Fatwa di atas jelas ada pertimbangan kenapa disarankan menggunakan 

revenue sharing, antara lain: 

a. Kesiapan Nasabah 

Jika menggunakan prinsip profit sharing dapat terjadi kerugian, 

sesuai dengan prinsip mudharabah jika terjadi kerugian bukan karena 

kesalahan pengelola (bank syariah) akan ditanggung seluruhnya oleh 

pemilik dana (deposan mudharabah), sehingga dimungkinkan modal 

nasabah akan berkurang. Yang menjadi masalah adalah apakah nasabah 

sudah siap untuk menanggung risiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini 

bahwa bagi hasil turun saja akan mempengaruhi nasabah deposan, apalagi 

                                                             
95 Ibid., 



 
 

 
 

sampai modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi 

kapitalis dalam masyarakat. 

b. Nasabah Masih Berorientasi pada Keuntungan 

Jika menggunakan prinsip profit sharing, maka bagi hasil dihitung 

setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana, maka kemungkinan yang 

terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposan akan semakin 

kecil dan akan berdampak bila suku bunga bank konvensional lebih tinggi. 

Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menyimpan 

dananya pada bank syariah dan beralih ke bank konvensional yang lebih 

menguntungkan. 

c. Pelaksana Bank Syariah 

Permasalahan lain timbul pada pelaksana bank syariah itu sendiri, 

sampai seberapa besar amanah, kejujuran, transparansi, dan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya. Hal ini akan membuka peluang bagi pengelola 

dana untuk memanipulasi pengakuan biaya yang dikeluarkan dalam 

pengelolaan dana. 

Pelaksanaan mekanisme profit sharing ini dipandang menjadi suatu 

hal yang baru dalam penetapan hasil usaha di perbankan syariah, dimana 

dengan menggunakan sistem ini Bank Syariah dapat terlepas dari sistem 

bunga dan nasabah tetap mendapat hasilnya. Namun kebanyakan dari para 

nasabah tidak mengetahui dengan diberlakukannya mekanisme ini, 

pengetahuan nasabah tentang hasil keuntungan dari dana yang didepositokan 



 
 

 
 

diperoleh dari keuntungan yang diperoleh oleh Bank kemudian keuntungan 

tersebut dibagikan pada nasabah dan pihak Bank itu sendiri.  

Dengan penggunaan prinsip bagi hasil profit sharing ini, pendapatan 

Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang 

dihasilkan dari nasabah pembiayaannya. Dengan diterapkannya prinsip profit 

sharing bank tidak begitu terbebani atas biaya operasional yang dikeluarkan 

bank pada saat pengelolaan dana, hal ini dikarenakan dalam prinsip profit 

sharing keuntungan yang didapatkan merupakan keuntungan bersih yaitu 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan terkait 

dengan pengelolaan dana sebelum dibagikan kepada kedua belah pihak. Jadi, 

dengan menerapkan prinsip profit sharing ini tentunya lebih menguntungkan 

bagi pihak bank dari pada menerapkan prinsip revenue sharing yang mana 

bank menanggu sendiri biaya operasional yang dikeluarkan terkait dengan 

pengelolaan dana. 

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk 

ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan 

melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak 

dilakukan maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak 

sesuai dengan prinsip syariah.96 Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI N0. 

15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam 

Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, menyebutkan bahwa penetapan 

prinsip bagi hasil usaha harus disepakati dalam akad. 

                                                             
96 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan…, h. 320. 



 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah deposito 

BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung bahwa dalam akad 

perjanjian pembukaan deposito, pihak BPRS Kotabumi tidak menjelaskan 

mengenai prinsip bagi hasil yang digunakan bank untuk membagi keuntungan 

dari produk deposito tersebut. Nasabah juga tidak tahu-menahu tentang 

adanya prinsip bagi hasil. Beliau hanya mengetahui bahwa BPRS Kotabumi 

kantor cabang Bandar Lampung beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan 

tidak bertanya lebih mendalam mengenai mekanisme pendistribusian bagi 

hasil deposito.97 

Pihak bank tentunya telah menetapkan peraturan kontrak atau 

perjanjian sesuai dengan prosedur yang berlaku yang tertuang dalam bentuk 

formulir aplikasi. Dimana peraturan tersebut akan berlaku selama kontrak 

berjalan dan disetujui oleh nasabah. Artinya ketika nasabah menandatangani 

perjanjian tersebut, maka kontrak antara nasabah dan bank mulai berjalan. 

Maka sebagai nasabah dituntut teliti dalam memahami isi formulir perjanjian 

tersebut untuk menghindari ketidaksesuaian kontrak antara kedua belah 

pihak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, BPRS Kotabumi 

menetapkan berbagai macam ketentuan dalam formulir aplikasi pembukaan 

rekening deposito, namun mengenai prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam 

distribusi bagi hasil tidak tertuang dalam formulir perjanjian. Tidak 

disebutkannya prinsip distribusi bagi hasil dalam kontrak menjadikan 

kurangnya informasi secara jelas kepada nasabah mengenai pemahaman pola 

                                                             
97 Wawancara dengan ibu Dewi selaku Nasabah Deposan  BPRS Kotabumi Kantor 

Cabang Bandar Lampung pada Jumat, 4 Januari 2019. 

 



 
 

 
 

bagi hasil yang ada di BPRS Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung. 

Padahal prinsip distribusi bagi hasil merupakan pokok dasar yang menjadi 

pedoman perhitungan pembagian hasil usaha bank. Hal tersebut tentunya 

menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan bertentangan dengan sebagaimana 

ketentuan fatwa di atas. 

  



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

PT. BPRS Kotabumi menerapkan prinsip profit sharing sebagai metode 

perhitungan bagi hasil deposito. Profit sharing yaitu bagi hasil yang dihitung 

dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Kebijakan 

ini dipilih oleh BPRS Kotabumi karena prinsip profit sharing dirasa lebih 

memberikan keadilan bagi pihak bank sebagai pengelola dana maupun pihak 

pemilik dana (shahibul maal), dimana dengan menerapkan profit sharing 

kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko kerugian dan sesuai dengan 

akad mudharabah dimana saling berbagi keuntungan dan berbagi risiko. 

Dengan demikian prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan BPRS 

Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa DSN 

No. 15/DSN-MUI/IX/2000.   

Namun, mengenai prinsip distribusi bagi hasil yang diterapkan BPRS 

Kotabumi kantor cabang Bandar Lampung tidak tertuang dalam formulir 

aplikasi pembukaan rekening deposito. Sebagaimana ketentuan fatwa DSN-

MUI N0. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha 

Dalam Lembaga Keuangan Syariah pada poin ketiga, menyebutkan bahwa 

penetapan prinsip bagi hasil usaha harus disepakati dalam akad. Hal tersebut 

tentunya menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan bertentangan dengan 

sebagaimana ketentuan dalam Fatwa di atas. 



 
 

 
 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yang 

mungkin dapat berguna untuk perkembangan bank syariah diantaranya 

adalah: 

1. Bank syariah hendaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam 

menyalurkan dana yang dihimpun agar nasabah memperoleh bagi hasil 

yang kompetitif untuk menarik minat masyarakat dalam menyimpan 

dananya di bank syariah. 

2. Dalam penentuan biaya yang dibebankan terkait pengelolaan dana yang 

dihimpun diharapkan bank syariah dapat jujur dan transparan kepada para 

nasabah. 

3. Untuk menghindari ketidakpastian (grarar) sebaiknya BPRS Kotabumi 

menjelaskan terkait prinsip bagi hasil yang digunakan dalam akad 

pembukaan rekening deposito agar sesuai dengan ketentuan fatwa yang 

berlaku. 

4. Untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia serta 

menghindari transaksi ribawi sebaiknya masyarakat mempertimbangkan 

agar menginvestasikan dananya di BPRS Kotabumi karena menawarkan 

bagi hasil yang lebih tinggi dari bank syariah lainnya. 
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